WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASIH JAKARTA BARAT

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0001 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

Para Pejabat Pimpinan Tinggi

Para Pejabat Administrator/Ketua Kelompok
Para Pejabat Pengawas/Ketua Subkelompok
Para Pejabat Pelaksana

di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat

b B

Melakukan penyusunan dan penginputan Perjanjian  Kinerja
Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 121
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2024.

Para Asisten Sekretaris Kota, para Camat, para Kepala Bagian, para
Kepala Subbagian, Ketua Subkelompok, para Lurah, para Pejabat
Fungsional dan para Pejabat Pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan
dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menggunakan indikator
kinerja Perjanjian Kinerja yang terdapat pada sistem e-SAKIP dan
indikator kinerja lainnya sebagai turunan (cascading) dari target kinerja
atasan langsung, sebagai berikut:

1. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan
Cascading Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 sebagaimana
terdapat pada lampiran [;

2. Para Kepala Bagian menggunakan Cascading Indikator dan
Target Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada lampiran II;

3. Para Camat dan para Lurah menggunakan Cascading Indikator dan
Target Kinerja Tahun 2024 dan memasukan indikator Score Card,



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. Para Kepala Sub Bagian dan Ketua Subkelompok menggunakan
Cascading Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 sebagaimana
terdapat pada lampiran lll;

5. Indikator kinerja Tahun 2024 Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
terdapat Rencana Aksi KSD pada lampiran IV dan Rencana Aksi IKU
Tahun 2024 pada lampiran V dari Instruksi Walikota ini.

Para Camat, para Kepala Bagian, dan para Lurah mengoordinasikan
penyusunan, penandatanganan, dan penginputan Perjanjian Kinerja
dilakukan secara sinkron dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) Tahun 2024 seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya
masing-masing.

Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah memastikan
terlaksananya proses unggah/upload dokumen Perjanjian Kinerja oleh
seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kerjanya masing-
masing pada Sistem Informasi e-SAKIP melalui laman
https://sakip.jakarta.go.id.

Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah mengoordinasikan
penyampaian dokumen Format Perjanjian Kinerja Tahunan kepada
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Bagian
Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

2l

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2024

Nl#s197a83271993031004

Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat

Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat

Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat



Lampiran |

CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT KEPADA PARA ASISTEN SEKRETARIS KOTA

Instruksl Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomar e-0001 Tahun 2024
Tanggal 21 Februari 2024

NO Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Triwulan

Pengukuran Kinerja

[ ]

m | w

Tahunan| Keterangan

Asisten

Pem ]Ekbangl Kesra

Sasaran Strategis

Sas:

aran Sirategis

1 | Terwujudnya Kota Administrasi
Jakarta Barat sebagal Kota
Perdagangan dan Jasa, Berbudaya
serta Berwawasan Lingkungan yang
Memberikan Layanan Publik dan
Pemerataan Hasil Pembangunan

-

Indeks Kepuasan Layanan Kota
Administrasi

e-SAKIP

DASAR HUKUM :
Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINISI :

indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rete-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap
layanan kegiaten kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hesil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten
administrasi.

METODE PENGUKURAN

Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata darl hesil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurshan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kebupaten administrasi
dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi

SUMBER DATA:
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat den Efekifitas Koordinasi yang dilakukan
melalui Jaksurvei

NIA

873

NIA

873

873

Nilai

L

Indeks Kepuasan Layanan Kota
Administrasi

e-SAKIP

DASAR HUKUM :
Peraturan Menteri PANGRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINIS| :

Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap
layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepussan koordinasi kota/kabupalen
administrasi,

METODE PENGUKURAN :

Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara raia-rata deri hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kebupaten administrast
dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi

SUMBER DATA
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efeklifitas Koordinasi yang dilakukan
melalui Jaksurvei

NiA

873

N/A

873

873

Nilai




Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data|

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Aslsten

Pem Ekbang | HKesra

~

Meningkatnya Kinerja Melalui
Koordinasi Penyelenggaraan
Urusan Femerintahan dan
Pelayanan di Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Barat yang
Optimal

-

Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di
Kecamatan dan Kelurahan

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

e-SAKIP

DASAR HUKLUM
Peraturan Menieri PANARE Mo 14 Tahun 2017 Tentang Padoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarskat Und Penyeienggers Petmyanan Pubik

DEFINISI

Indescs leep adop iyanan kedgatan ¥ f d kecamatan dan kelurshian) merupaian hasd survel kapuasan kepedn masyer sl
mmwmu o hadep layanan yang dbetian cleh penysienggara peayanan publk. Adspun Unsur ayenan yang d
mmummwwmmmwmwmuwwwmmm
Diangue {DBD) dan Chikingurya Maldul Pengershan Jury Pemantay Jeqtk (Jumanik), Pelsksanaan Pos Paiayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RFTRA, dan

Ponysienggaraan Keleriban Umum, seria kepuasan berhacip pengeiciaan Kelurahan {penysienggeraan RT, RW, LMK dan FKDM)

mwsmmm

Metode p i Peraturan Menier PAN dan RB Nomar 14 Tahun 2017, dmaea panbaan kep ferhadop keyanen dalam
mmaﬂﬂﬂ{m)md&mum}mmwmwwmuNluPasq:ﬂmmmmmiw—
259, atau nial intervl konverst 25.00 - 64.98; b, Nl Persapsi 2, denger nisi inlervl IKM sebeser 2,60 - 3,06, alau i intervel komversi 6500 - 76,60, ¢ Niaf Persepsl
3, dengan nli intervel KM sebesar 3,07 ~ 3,53, atali nial inleeval konversi 76,81 - B8 30, d. Nial Perseps 4, dengan nls inberval IKM sebenar 354 - 4,00, atou nial
inlarvl konvers 68,31 - 100,00, o IKM diperclah darl hasl chan chubashy moenjech e inbarve komweria |25 ¥ Nial Intansa 1KM).

| Hast dipercieh dengan cara survs indeks kepuasan masyaraiket of bngkat Kelurahan, Kemuckan hisl capesan sslurun
dan kemixian rals-raka kecamatan mengadi capaian Weikots, dengan responcen survel eddah miamyarahal can kadar minimea memgwm-m

SUMBER DATA

886

N/A

Nilai

(KK,
Jumantk,

Indeks Efektifitas Koordinasi Kota
sminisirasi

e-SAKIP

DASAR HUKUM :
Peraturan Menteri PANERE No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINISI :

Hasil pengukuran terhadap efekiifitas pelaksanaan kocrdinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap
UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta
administrasi dan kesejahteraan rakyat

METODE PENGUKURAN :

Hasil pengukuran terhadap efekiifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil
pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan
pembangunan, serta administrasi dan kesejahleraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing
Kota/Kabupaten Administrasi.

SUMBER DATA
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rate) Atas Hasil Survey Efekiifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan
Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksunvei

hIA

NIA

Nilai

Sasaran Khusus

3 |Terimplementasinya rencana
strategis komunikasi publik untuk
|program-program umum dan
unggutan Peranghkat Daerah

1 |Persentase implementasi rencana

stralegi komunikasi publik program
unggulan atau program umum serta
respon perangkat daerah pada saat

e-Kinerja

8) Persentase tersusunnya strategi komunikas! program unggulan atau program umum Perangkat Deerah.

b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.

¢) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.
d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial
atau aktivasi luar ruang.

Penghitungan’

&) Bobot 20%: PD menyusun materi strategl komunikasi program unggulan atau program umum per friwulan.

b) Babot 20%; PD menyusun materi editorial plansesuai strategi kemunikasl per triwulan.

¢) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per riwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press
releasedan data pendukung) dalam kurun wakdu <6 jam

d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media
internal atau media massa atau media sosial alau aktivesi luer ruang per friwulan.

100

100




Sasaran

NO

Indikator Kinerja

Sumber Data

Triwulan

Tahunan

Pangukuran Kinarja

Keterangan

Asisten

Pem

Ekbang

Kesra

B

Tenwujudnya tata kelola SDI yang
baik melalui pemenuhen daftar data
daerah yang berkualitas

Nilai kualitas data SDI

e-Kinerja

Definisi :

Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang tetah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Darsar Hukum :

& Peraturan Gubermur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi :

Nilal Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:

a. Aspek Ketepatan Wiaktu - Mengukur kepatuhan wakiu pengumpulan data oleh Produsen Data melalul Walidata Pendukung
kepada Walidata sesuai dengan jadwal

b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Welidata
Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

¢ Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikesi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata
Pendukung kepada Walidata.

d Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Formuta Perhitungan : %
Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Wakiu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data)
+ (Nilai Aspek Validitas Data)]

(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)
Keterangan :

a NIHMKW%W=(Ju'nlshM&Mumpulhemﬂdlh”unhhduhynnumjhwmwmw
b. Nilai Aspek Kelengkepan Data = (Jumiah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumiah file data sesuai ketetapan)

N/A

NIA

325

Nitai




NO

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Triwulan

Pengukuran Kinerja

Tahunan

Keterangan

Asisten

Ekbang

Kesra

Meningkatnya kualitas layanan
kepada masyarakat

Survei Kepuasan Layanan Masyarakat

e-Kinerja

Terkelolanya Keuangan Daerah
yang Sehat, Transparan, dan

Akuntabel

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi
BMD pada Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang

eKinera

Dasar Hukum:

& Peraturan Menteri PAN&RE Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

b. Seruan Gubernur Nomar 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Gamat, dan
Lurah

Definisi:
Survel atas kinerja Wallkota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubermur Nomor
7 Tahun 2018 pada wileyah masing-masing

92

NA | 92

NIA

a2

Definisic

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Barang.

Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKFPD dan UPB

Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:

a. Bobot 5%

PDIUKPD/UPE menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Dafter BMD

b. Bobot 85%

POIUKPDIUPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumiah BMD yang dimiliki
¢. Bobot 10%

PDIUKPDMUPE menyusun Berita Acara, SPTM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

Persen

-

Peningkatan penggunaan produk

dajam neger

-

Persentase realisasi belanja barang/jasa
bersertifikat TKON, produk dalam
negeri, danfatau produk usaha mikro
kecil dan koperasi dari hasil produksi
dalam negeri

e-Kinerja

Dasar Hukum :

a Undang-undang Nemor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan | ndustri;

¢. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pefaturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,dan

d, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rengka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Definisi :

a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau
dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah
menggunakan produk dalam negeri (self declare)

b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam
negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belenja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal
{melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

5.1,05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

52,06 - Belanja Modal Lainnya

N/A




NO Sasa Triwulan | | Aslsten
ran NO Indikator Kinerja Bumber nml Pengukuran Kinerja 7 i i N Tahunan| Keterangan T [
& | Terimplementasinya 1 |Persentase Implementasi e-Kinerja | Dasar Hukum : N/A | NIA| NA | 100 | 100 Persen
Pengembangan Kompetensi PNS Pengembangan Kompetensi PNS a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pagawai Neger Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan
Pemerintah Provinsi DK Jakarta 40 |  |Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam kompetensi bagi sefiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelsjaran
Jam Pelajaran per tahun Pelajaran per tahun dalam 1 (satu) tahun.
b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal
sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.
Definisi:
Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang v
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun unfuk
sejuruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam hitps./simdiklat-bpsdm jakarta.go id
Reslisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumiah jam pelajaran selama tahun 2024,
Metode Pengukuran :
[(Jumiah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024/ 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]
Sumber Data :
8 |Meningkalnya Manajemen 1 |Persentase penyelesaian tahapan e-Kinerja  |Dasar Hukum N/A | NIA | 50 50 100 Persen
Pengetahuan manajemen pengetahuan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.
Definisi :
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DK| Jakarta
melalui https Wkm-bpsdm.jakarta.go.id v
Metode Pengukuran |
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun fulisan (wajib terkumpul sesuai batas waklu pengumpulan
pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).
Sumber Data .




NO

Indikator Kinerja

Sumber Dat;[ Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

i

Keterangan

Aslsten

Pem

Ekbang

Resra

Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:
a Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Definisi

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang lerdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang dilakukan melalui § (lima) tahapan:

8. Komunikasi dan konsultasi,

b. Penetapan konteks;

¢. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko).

d. Penanganan Risike, dan

e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level
Risiko

Laporan pemantauan dituangken pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran *
[(Jumiah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesual batas waktu
pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%

Output Sasaran :
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TWII
Dokumen Formulir Laporan Pemantausn Risiko TW IV

Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat

100

Persen

1"

Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas
aspek implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wejib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada
masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."

Definisi :
Kinerja Anggaran yang dihifung atas aspek implementasi.
a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran,
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan
informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalem rengka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian
keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaren.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisesi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran
(Output) Kegiatan.

Sumber Data . e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu enggaran.

Sumber Data ; Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarts go id
3) Efisiensi keluaran kegiatanisubkegiatan:

- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarmya.

- Pengelusran seharusnya merupakan jumiah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Outpuf)
Program atau capaian Keluaran (Outpuf) Kegiatan.

- Pengeiuaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output)

ateu capaian Keluaran (Output) Kegiatan.

NIA

NiA

NIA

n

Ll




Triwulan Asisten
NO Sasaran NO! Indikator Kinerja Sumber n-h[ Pengukuran Kinerja T ] n ] e Ketenangan T kbang | Kewra
Sasaran Operasional Sasaran Operasional
12| Terselesaikannya Tindak Lanjut | 1 [Persentase capaian penyelesaian e-Kinerja | Metode Pengukuran : 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen
Arahan Gubemur Tindak Lanjut Arahan Gubernur Jumiah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elekironik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi v
Jumiah TL Arahan Gubernur dikali 100%
13 | Meningkatnya penyelesaian 1 |Persentase capalan penyelesaian CRM Metode Pengukuran : 100 | 100 | 100 | 100 100 Persen v
|pengaduan masyarakat Iperwdw masyarakat Jumiah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumiah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
14 | Terselesaikannya tindak lanjut 1 |Persentase progress penyelesaian eKinerja  |Metode Pengukuran : 25| 25| %5 | & 25 Persen
rekomendas temuan hasil tindak lanjut rekomendasi temuan hasil (90% dari jumiah rekomendasi LHP BPK R Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan v
pemeriksaan eksternal (BPK) pemeriksaan eksternal (BPK) UKPD dibawah koordinasinya / jumiah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK R tahun 2005 dan
seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)
w i Jakarta Barat
Pr aer: ukota Jakarta,

FAN A BE AW




WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOTA

Lampiran Il :

CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomar e-0001 Tahun 2024
Tanggal 21 Februari 2024

NO

Sasaran

indikator Kinerja

Sumber Data

Triwulan

Tahunan

Pengukuran Kinerja

Keterangan

Kepala Bagian

Pem | Hukum | KKPP_| Ekonomi | PLU [ Umum | PPK | Kesra

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis

Terwujudnya Kota Administrasi
Jakarta Barat sebagal Kota
Perdagangan dan Jasa, Berbudaya
serta Berwawasan Lingkungan yang
Memberikan Layanan Publik dan
Pemerataan Hasil Pembangunan
Optimal

Indeks Kepuasan Layanan Kota
Administrasi

e-SAKIP

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri PAN&RE No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik

DEFINISI :

Indeks kepuasan leyanan kota administrasi merupakan hasi rata-rata
pengukuran dari survey kepuasan mesyaraket terhadap layanan
kegiatan kemasyarakatan di kecametan dan kelurahan) dan hasil indeks
kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.

METODE PENGUKURAN :

Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rate-rata dari hasil
indeks kepuasan masyarakat terhadep layanan keglatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hesil indeks
kepuasan koordinesi kotaw/kabupaten administrasi dalam rangka
mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi

SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandiri (rate-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat dan Efekiifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei

NA

8.3 NiA

873

873

Mitai

Diturunkan menjadl Indikator Kinarja Program/Kegiatan
Sesual Perjanjian Kinerja dalam e5AKIP dan Renstra

Indeks Kepuasan Layanan Kota
Administrasi

e-SAKIP

DASAR HUKUM :

Peraturan Meniteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik

DEFINISI :

Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata
pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan
kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks
kepuasan koordinasi kotalkabupaten administrasi.

METODE PENGUKURAN :

Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil
indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks
kepuasan koordinasi kota/kebupaten administrasi dalam rangka
mendukung bidang unsur Kota Administrasi

SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Ates Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei

NIA

873 WA

87,3

873

Nilai

Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program/Kegistan
Sesuai Perjanjian Kinerja dalam eSAKIP dan Renstra




Sasaran

Sumber Data

Pangukuran Kinerja

Triwulan

[

Tahunan

Kepala Bagian

Pem | Hukum | KKPP | Ekonomi| PLH [ Umum | PPK | Kesra

Meningkatnya Kinerja Melalul
Koordinasi Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dan Pelayanan di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta
Baral yang Optimal

e-SAKIP

DASAR HUKUM
| Peraturan Martor PANKRE No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pémpusinan Survel
M kit Uret Pyl Pilayanan Publik

Kepuasar

DEFINISI
{Indieks kaptissan masysrakt ieshadap layanan hegitan b atan d
|hecaratan sk hasé sunvd i yag
Uitk munda gkl kepuasan masyw skat lerhadap kuaklas lvanan yang dherkan leh
qpars pitdblik, Adopur layanan yang & survey dantmanya Kegatn
Fnyslenggasn Pamborayaan Masyardal Metsii Gersan PR Peryslenggaraan Kegiaian
| Pangendailan Fenyakit Dermam Berdarah Dengue [DED) dan Crikungunya Meléu Pengescahan
| Juni Peenartau Jentk {dumantih], Plaksanain Fos Petayanon Tepadu (Posyandu], PPSL,
RPTRA, dan Pesryslenpgaraan Katartban Umum, serta kepussan lrhadag pengsiolsan
Kaghurahan (penyelengoatasn BT, AW, LMK dan FKOM)

METODE PENGUKLIRAN :

‘perguburan mengacy pads Peretran Menten PAN dan RB Nomer 14 Tahun 2017,
dmana ban peri avan kep vadap layanan datam 1 Ao siall
1 {gat) sampal dengan 4 |empal), dengan rrang penitaiun persaps! sebagal badkl a. Nits
Parsepst 1, dangan riod inborval KM sabesar 1,00 - 2,50, abau rilal ilervadl konversi 25,00 -
64,99, b, Ntal Porseps! 2, dengan il interval IKM gebesar 2,60 - 3,08, st nilal infecval
koryersi 8500 - 7580, ¢ Nilw Persaps 3, dengan relal inksrval (M sebesar 3,07 - 3,53, ateu
|l inbewid honversd 76,61 - 86,30, d. Nilad Persepal 4, dengan il interved IKM sebasar 3,54 -
4,00, ataes il nbervl Worvees: B4 31 = 100,00, Nilas intorval IKM dipenoleh dari hasil survel yang
hermiudan dubah manjad il inberval komversi (25 x Nilal Interval KM

Hasil diperclen dangan cara surve Indeks kepuasan masymakat d lnghat Keahan Kemudsan
sl capaan seiund) Kelurahan manyed rals-rats Capaman Wacamatan dan kemudan rate-rata
kecamatan maniad capasan Walfkota, dengar chen survel adidah dan hader
el 100 afang pér pelayanun,

SUMBER DATA -
Hal Survey Hepuasan Masysakal medalul Johsove

NIA

886

Nilai

Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sesuai Perjanjian Kinerja dalam eSAKIP dan Renstre

Indeks Efeklifitas Koordinasi
Kota administrasi

e-SAKIP

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri PANSRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuatan Masyaraket Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik

DEFINISI :

Hasil pengukuran terhadap efekifitas pelaksanaan koordinesi yang
dilakukan oleh Kot/ ahupaten Administrasi terhadap UKPD di
wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan,
|perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahieraan
rakyat.

METODE PENGUKURAN :

Hasil pengukuran lerhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi
Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-reta hasil
pelaksanaan survel kepuasan techadap pelaksanaen koordinasi UKPD
pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta
administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD
di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

SUMBER DATA :

Hasil Perhitungan Mandiri {rate-rata) Atas Hasil Survey Efekifitas
Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan
Pembangunan, serta Administrasi dan K esejahteraan Rakyet melalui
Jaksurvel

NA

Nilai

Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sesual Perjanjian Kinerje dalam eSAKIP dan Renstra




NO Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Tahunan

Kepala Bogian

Pem [ Hukum I KKPP Ilﬂummil PLH Illmum]_ PR ]_Knsrd

Sasaran Khusus

3 |Terimplementasinya rencana
strategis komunikasi publik untuk
program-program umum dan
unggulan Perangkat Daerah

Persentase Implementasi
rencana strateq komunikasi
publik program unggulan atau
program umum serta respon
perangkat daerah pada saat
krisis komunikasi program.

a-Kinera

a) Persentase tersusunnya strategi komunikasl program unggulan
atau program umum Perangkat Daerah,

b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi
c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan
komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.

d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi meialui media
internal OPD atai media massa atau media sosial atau aktivas luar
ruang,

Penghitungan:

a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikas! program
unggulan ateu program umum per triwulan.

b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi
komunikasi per triwulan.

¢) Bobot 30%: PD manyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan
bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan cata
pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.

d) Bobot 30%: PD mempublikasiken materi komunikasi (realisasi
editorial plan, min, 15 materi per triwulan) melalui media internal atau
media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.

100

100

Persen

4 |Terwujudnya tata kelola SDI yang
baik melalui pemenuhan daftar data
daersh yang berkualitas

Nilai kualitas data SDI

e-Kinerja

Definis|

Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah
disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan
jedwal yang ditentukan.

Dasar Hukum :

&, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data
Indonesia Tingkat Provinsi

b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Dafter Date
Tahun 2024

Definisi .

Nilai Kualites Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:

8. Aspek Ketepatan Wektu - Mengukur kepatihan wakdu pengumpulan
data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepaca Walidata
sesuai dengan jadwal,

b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data
yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalul Walidata Pendukung
kepada Walidata sesuai dengan jadwal

c. Aspek Keunikan Isl Data - Mengukur tingkat duplikesi data yang
dikumpulken oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada
Walidata.

d. Aspek Validitas Data | Mengukur validitas data cleh Produsen Data

Formula Perhitungan :
Nilai Kuelitas Data SDI = [{Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek

N/A

A

NIA

32

3B




Indikator Kinerja

Sumber Data Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Kepala Bagian

Hukum

KKPP

Ekonomi

PLH

Umum

Kesra

Meningkatnys kualtas layanan
kepada masyerakat

Survei Kepuasan Layanan
Masysrakat

eKinerja

Dasar Hukum:

|a Peraturan Menteri PANARB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

b. Seruan Gubemur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam
Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lureh

Definisi:

Survei atas kinerja WalikotayBupati yang dilakukan terhadap responden
sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019
pada wilayah masing-mesing

Metode Pengukuran:
Nilai diperoleh dari hasil Survel Kepuasan Layanan Masyarakat melalui
sister Jaksurvei

NA 92

NiA

Nilai

Terkelolanya Keuangan Daerah yang
Sehat, Transparan, dan Akuntabel

eKinerja

Definis!,

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan
Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh
PD/UKPD dan UPB

Penghitungan melalui sistemn e-/nventarisasi.

2. Bobot 5%

PO/UKPO/UPR menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangen dan
Daftar BMD

b. Bobot 85%

PD/UKPDIUPB menyelesaikan penginputan data informesi dalam kertas
kerja sesuai dengan jumiah BMD yang dimiliki

¢. Bobot 10%

PO/UKPD/UPB menyusun Berita Acera, SPTJM dan Leporen Hasil
Inventarisasi (LHI)

100




Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Kepala Baglan

Pem

Hulkum

KKPP

Hkonomi

PLH

Umum

PPK

Peningkatan penggunaan produk
dalam negerl

Persentase realisasi belanja
barang/jasa bersertifikat TKDN,
produk dalam negen, dan/atau
produk usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil produksi
dalam negeri

Kompetensi PNS Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta 40 Jam
Pelajaran per tahun

Terimplementasinya Pengembangan

Persentase Implementasi
Pengembangan Kompetensi
PNS Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 40 Jam Pelajaran per

e-Kinerja

Dasar Hukum :

a, Undang-undang Nomer 3 Tahun 2014 tentang Penindustrian;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tantang Pemberdayaan
Industri;

6. Peraturan Presiden Momer 12 Tahun 2021 tentang Perubehan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah,dan

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger| dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Keil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Definisi :

a Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang
bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh
perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan
dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk delam negeri
{self declare)

b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian
Perindusirian yang manjelaskan kandungan dalam negeri pada barang,

NA

8=

Dasar Hukum :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman
Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi
bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling
sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawal minimal sebanyal
40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.

Definisi:

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai
Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat
puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah
Provinsi DK| Jakarta yang terdokumentasi dalam hitps.#simdikiat-

bpsdm jakerta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan capalan pemenuhan jumiah jam
pelajaran selama tahun 2024,

Metode Pengukuran -
[(Jumiah capaian pemenuban jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat
oulub) Jam Pelaiaran X {00%11

NA

A

NA

100

100

Persen




NO

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Tahunan

Kipala Bagian

Pem

Hukum

KKPP

Ekomnomi

PLH

Umum

PPK

Meningkatnya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesaian
tahapan manajemen
pengetahuan

e-Kinerja

Desar Hukum |
Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemsn
Pengetahuan.

Definisi :
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan

bpsdm jakarta go.id

Metode Pengukuran .

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbantuk video maupun tulisan
(waijib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu
pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama
tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).

Sumber Data
fitps:fkm-bpsdm jakarta.go id

untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui hitps:/ikm-

=

100

Persen

10

Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

& Kinerja

Dasar Hukum:

a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan
Mangjemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DK| Jakarta

b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur
Manajemen Rislko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Definisi :

|Proses Manajamen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang
terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahepan.

& Komunikasi dan konsultasi;

b. Penetapan konteks,

¢. Penilaian Risiko (dentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi
Risike),

d. Penanganan Risiko; dan

e. Pemantauan,

Pemantauan dilakukan untuk memantay pelaksanaan rencana aksi
penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko
Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan
Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran :
[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh
dokumen yang wajib terkumpul sesuni batas waktu pengumpulan pada

riwadan AN v 4005

NIA

NA

100

100

Persen




Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

[ T

Tahunan

Keterangan

Kepals Bagian

Pem

Hukum

KKPP

Ekenomi

PLH

Umum

PPK

Kesra

1

Tercapainya Targe! Kinerja
Anggaran atas Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

ekKinerj

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Pasal 195 | "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajlb menyediakan
informasi K euangan Dasrah dan diumumkan kepada masyarakat
diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur datam melakukan
evaluasi Kinerja Keuangan Daerah "

Definisi ;

kegiatan/Subkegiaian dan pencapaian keluarannya yang divkur dalam 1
(satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan
dengan mengukur veriabel sebagai berikut :
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran
(Output) Kegietan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan,
Sumber Data : &- SAKIP

12

Meningkatnya Pemantaatan £-
Barang dan Jasa

Persentase Pemanfastan E-

e-Kinerja

NA

"

Persen

Jumiah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening
makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan

Sumber Data :
Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening
Makan Minum (Dikecusliken untuk Galon, Kopl, Teh, Gula, dst.)

100

Meningkatnya Pengelolaan Arsip
pada Perangkat Daerah

Persentase Arsip Aktif dalam
Daftar Arsip Aktif

e-Kinerja

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi.

2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumilah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit
Kearsipan (UK) || di bagl jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan
urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DK| Jakarta.

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro
Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK metaporkan ke
| Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DK| Jakarta.

- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Aststen masing-mesing sesuai

JUrUSEN,

NiA

100 100

100




NO Sasaran |ndhtotlﬂn«'ja Sumber Data P'nngukumn |4]|-|||-J| Tahunan | Keterangan Kepala Bagian
| 1] mn [ '} Pem Ianum I KKPP Eﬂlu}lmrl!il PLH Il.lmuml PrK I Kasra
|Sasaran Operasional Sasaran Operasional
14 [Terselesaikannya Tindak Lanjut Persentase capaian e-Kinerja  [Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
Arahan Gubernur penyelesalan Tindak Lanjut Jumizh Realisasi TL Arahan Gubemur (repim, e-office, arahan melalui A
Arahan Gubernur media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumiah TL Arahan
Gubernur dikali 100%
15 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian CRM  |Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
pengaduan mesyarakat penyelesaian pengeduan Jumiah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibegi Jumiah TL Aduan v
masyarakat Masyarakat di kall 100%
16 |Terselesaikannya tindak lanjut Persentase progress aKinerja  [Metoda Pengukuran : % 25 25 % % Persen
rekomendasi temuan hasil penyelesaian tindak fanjut {90% dari jumiah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya
pemeriksaan eksternal (BPK) rekomendasi lemuan hasil yang telah diselesaikan olah Perangkat Dagrah dan UKPD dibawah
pemeriksaan ekstemal (BPK) Koordinesinya / jumiah sisa rekomendasi yang betum dilindaklanjut deri v
LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh
Inspektorat)
v\
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CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Lampiran Il :

r e-0001 Tahun 2024
Tanggal 21 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA KEPALA SUBBAGIAN/KETUA SUBKELOMPOK SEKRETARIAT KOTA

Instruksl Wallkota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomo

Triwulan Kasubbag/Ketua
No Sasaran Indikator Kinerja | Sumber Data Pengukuran Kinerja | [ il V| Tahunan| Keterangan s““;‘:ﬁ"‘g‘:‘:ﬂ”ﬂ?’“ Catatan
Penanggung Jawab
Sasaran Strategis
1 |Terwujudnya Kota Administrasi Indeks Kepuasan e-SAKIP  [DASAR HUKUM : NIA 87,3 Nia 813 873 Nilai
Jakarta Barat sebagei Kota Layanan Kota Peraturan Menteri PANSRB No_ 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Perdagangan dan Jasa, Administrasi Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Berbudaya serta Berwawasan
Lingkungan yang Memberikan DEFINISI :
Layanan Publik dan Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari
Pemerataan Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di s i
Pembangunan Optimal kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepugsan koordinasi kota/kabupaten m: "“"’d; Indikator Kinerja
administrasi. Sub K Igl T Pajar!}fuln Kinerja diinput
METODE PENGUKURAN g oo b e smnlam j
Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata deri hasil indeks o
kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan
kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kebupaten administrasi dalam
rangka mendukung bidang ursur Kecamatan Administrasi
SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan
Indeks Kepuasan eSAKIP  |DASAR HUKUM: NA | 873 | WA | 873 | 873 Nilai
Layanan Kota Peraturan Menteri PANSRB No, 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Administrasi Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
DEFINISI :
Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rate-rata pengukuran dari
survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Ofurunk
kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordines kota/kabupaten PRI B g Indikator Kinerja
adminickes. Indikator Kegiatan / Parjanjien Kinerja di
' SubKegitan/ | 1 s gy
setara Eselon 4 Pejabat [ 1814 SItom formast
METODE PENGUKURAN . Fungsionel SAK

Formulasi Pengukuran: Hasll diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks
kepuasan masyarakat terhadap layanan kegialan kemasyarakatan di kecamatan dan
kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam
rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi

SUMBER DATA
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan




No

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Triwulan

Pengukuran Kinerja

Tahunan

Keterangan

Meningkatnya Kinerja Melalui
Koordinasi Penyelenggaraan
Urusan Pemenintahan dan
Pelayanan di Wilayah Kota
Administrasl Jakarta Barat
yang Optimel

1 |Indeks Kepuasan
|Masyarakat Terhadap
Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di
Kecamatan dan
Kelurahan

e-SAKIP

DASAR HUKUM
Parahiran Manten PANARE No. 14 Tehun 2017 Tentang Pedo ¥ Buryel K, et Linit

Panysianggar Palayaran Pubik

DEFINIS!

i i i hackap |y Inggatan kamasyarakatan |lermasuk d tecamatan dan keluranen)

upy d surve kep uspaca masyarakal yang dlakukan untuk mentsr tingkal kepuassn masyordkal
lerhacap kuaitas layanan yeng diberkan dleh penyslenggan pelayanen pubik. Addpun unsur layanan yang d survey
dantoranya Kegatan Penyslenggaresn Pemberdayen Misyardat Melaul Gerakan PCK, Peryelenggaraan Kegatan
Pangendsian Penyakt Damam Bardarah Dengue (DBD) dan Chikunguya Melalui Pengerahan Juru Pemaniau
Jentk (Jumanik), Pelsksanean Pos Pelayanen Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan

Poryeanigaraan
| Kotarftan Umum, serta kepuasan terhacap pengeldiasn Kelwrahen (penpelenggarsan RT, RW, LMY dan FKDM).

METODE PENGUKLIRAN
mmmwmmm?mnmmurmmﬂ_mm
rrisiakukan paniman kepuasan terhadep laysne didam rentang angke skala | (sahy) ssmpal 38ngan 4 (empal],
dangan rentang peniaian parsaps sebagal berkuf . Niel Petsepsi 1, dongan nl interval IKM sebesar 1,00 - 258,
alou bl inlorvad konversi 25,00 - 84,09, b, Nini Perseps 2, dangan nial nlerval IXM mebesar 7,60~ 3,06, atau nlal
imtervel komversi 8500 - 78,60, ¢. Nis Parseps 3, dengan ndad intarvel IKM sebesar 307 - 3,53, atau nial ntonvel

78,51 88,30, d Nis Persape 4, dengan nla intsrvel IKM sabsar 3.54 - 400, atau dal interval konversi
55,31 - 100.00. Nia interval IKM diperden dan hasl survel yang chian chubah menjach il nlervel koaversl (25
o i Inberved (KM)

Hesl diporoleh dengan cars survel mdeks kepuasdn masyaraksl d ingkat Kelurahan. Komudian hasl capeian seluruh
Weluratan menjad rata-rats capaian Kecamatyn dan kemudian raln-ralm kecamalan manjad capsan Wakos,
angan responde 5 addlah dan kacler mirimal 100 crang per pelayanan,

SUMBER DATA .
Hasl Survey Kepumsan Masyarakal melai Jakguraed

NIA

N/A

886

a6

Ketua Subkelompok
Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

Pesjanjian Kinerja diinput

melalu Sistem Informasi
SAKIP

2 |Indeks Efektifitas
Koordinasi Kota
administrasi

e-SAKIP

DASAR HUKUM -
Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINISI

Hasil pangukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh
KotaKabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup
koordinas! pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta
administrasi dan kesejahteraan rakyat.

METODE PENGUKURAN :

Hasil pengukuran lerhadap efektifitas pelaksanaan koordinas| Keta/Kabupaten
Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survel kepuasan terhadap
pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan
pembangunan, serta administras| dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala
UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

SUMBER DATA :

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efekdifitas Koordinasi pada
Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan
Kessjahteraan Rakyst melalui Jaksurvei

NA

N/A

Nilai

Diturunkan menjadi
Indikator Kegiatan /
Sub Kegiatan /
setara Eselon 4 / Pejabat
Fungsional

Indikator Kinerja
Perjanjian Kinerja diinput
melalui Sistem Informasi ef

SAKIP




No

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Kasubbag/Ketua
Subkelompok/Pejabat
Fungsional
Penanggung Jawab

n Khusus

Sasaran

Khusus

Terimplementasinya rencana
sirategis komunikasi publik
untuk program-program umum
dan unggulan Perangkat
Daerah

Implementasi rencana
strategi komunikasi
publik program
unggulan atau program
umum serta respon
peranghat deerah pada
saat krisis komunikasi

e-Kinerja

|@) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program
umum Perangkat Daerah.

b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.

¢) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan kemunikasi pada
saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.

d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalul media internal OPD
atau media massa atau media sosial atau aklivasi luar ruang.

Penghitungan:

a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi kemunikasi program unggulan atau
program umum per riwulan.

b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per
friwulan,

¢) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi
pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <8 jam.
d) Bobot 30%: PD mempublikesikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min.
15 materi per triwulan) melalui media interal atau media massa atau media sosial
atau aktivasi luar ruang per triwulan.

100

100

100

100

Ketua Subkelompok

Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Kesubbag

Tata Usaha

Indikator Kinerja Sasaran
Khusus diinput melalul
Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian

Terwujudnya tata kelola SDI
yang baik melalul pemenuhan
daftar data daerah yang
berkualitas

Nilai kualitas data SDI

e-Kinerja

Definisi :

Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang lelah disepakati dan
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang
ditentukan.

Dasar Hukum :

a. Peraturan Gubernur Nomer 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat
Provinsi

b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Cata Tahun 2024

Definisi :

NiA

N/A

NIA

325

325

Nilai

Kasubbag Tata Usaha

Indikator Kinerja Sasaran
Khusus diinput melalui
Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian

Meningkatnya kualitas layanan
kepada masyarakat

Survei Kepuasan
Layanan Masyarakat

e-Kinerja

Dasar Hukum:

& Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

b, Seruan Gubernur Nomer 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei
atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah

Definisi.
Survei atas kinerja Wallkota/Bupat! yang dilakukan terhadap responden sebagaimana
termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing

Metode Pengukuran:
Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem
Jaksurvei

NFA

NIA

92

Nilai

Ketusa Subkelompok Bina

Indikator Kinerja Sasaran
Khusus diinput melalui
Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian




Triwulan

Kasubbag/Ketua
No Sasaran Indikator Kinerja | Sumber Data Pengukuran Kinerja [ [ [ W | Tohun) Kslawogen submmm fem
Penanggung Jawab
6 |Terkelolanya Keuangan Persentase e-Kinerja | Definisi: 5 25 55 100 100 Persen
Daerah yang Sehat, Pelaksanaan Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada
Transparan, dan Akuntabel Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
Pengguna Barang Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PDIUKPD dan UPB
danfatau Kuasa
Pengguna Barang Penghitungan melalui sistem e-inventarisasi: Indikator Kinerja Sasaran
a. Bobot 5% Khusus diinput melalul
POUKPDVUPE menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD Kasubbag Rumah Tangga Slatern nformes]
b. Bobot 85% Manajemen Kepegawalan
PDUKPDAIPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesual
dengan jumiah BMD yang dimiliki
c. Bobot 10%
PDIUKFDIUPE menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
7 |Peningkatan penggunaan Persentase realisasi e-Kineja  |Dasar Hukum : [T} 0 NIA 80 80 Persen
produk dalam negeri belanja barangfjasa 8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
bersertfikat TKDN, b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industr,
| produk dalam negeri, ¢, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
dan/atau produk usaha Presiden Nomer 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
mikro kecil dan koperasi d. Instruksi Presiden Nomer 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
dari hasil produksi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
dalam negeri Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indenesia
pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Definisi -
a. Produk Dalam Negeri adaleh barang dan jasa termasuk rancang bangun dan ""::n.s: m"“f" POk | inikator Kinerja Sasaran
mmmmdimmmmmm Punhpngnndlﬂn Khmcﬁhmtmlgkﬂ
berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan peryataan penyedia telah Kopersai, Usaha Kecil dan Sistem Informasi
menggunakan produk dalam negeri (self declare) w Manajemen Kepegawaian
b. Sertifikat TKDN adalah serifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian

Erg_mm;uhua‘ n kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang
n jasa.

¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/asa, belanja hibah barang, belanja
bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan
kode rekening:

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada
Kelompok Masyarakat

5,2.02 - Balanja Modal Peralatan dan Mesin




Triwulan

September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal S Bulan Desember Triwulan 4),

Sumber Data :
hitps:/km-bpsdm jakarta go id

Kasubbag/Ketua
Sasaran Indikator Kinerja | Sumber Data Pengukuran Kinerja ] 1] il v | Tahunan| Keterangan - F' m“ b"m,"" Catatan
Penanggung Jawab
Terimplementasinya Persentase e-Kinerja | Dasar Hukum : NA N/A NiA 100 100 Persen
Pengembangan Kompetensi Implementasi 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
PNS Pemerintah Provinsi DKI Pengembangan Sipil Pasal 203 Ayal (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana
Jakarta 40 Jam Pelajaran per Kompetensi PNS dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1
tahun Pemerintah Provinsi (satu) tahun.
DK| Jakarta 40 Jam b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
Pelajaran per tahun Pengembangan Kompetensi Pegawal minimal sebanyak 40 (empat pulub) Jam Indikator Kinerja Sasaran
Pelajeran Per Tahun. Seluruh Kepala Subbagian| Khusus diinput melatui
dan Ketua Subkelompok Sistem Informasi
Definisi: Mansgjemen Kepegawaian
Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompatensi sesuai Instruksi Sekretaris
Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh
PNS Pemerintah Provinsi DK| Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdikiet-
bpsdm jakerta go.id
Meningkatnya Manajemen Persentase eKinerja  |Dasar Hukum NIA NIA 50 50 100 Persen
Pengetahuan penyelesaian tahapan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan,
manajemen
pengetahuan Definisi :
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh
SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https:ikm-bpsdm jakarta go id
Indikator Kinerja Sasaran
Metode Pengukuran | Ketua Subkelompok | Khusus diinput melalui
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib Kepegawaian Sistem Informasi
terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Manajemen Kepegawelan




Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Kasubbag/Ketua

Penanggung Jawab

Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Implementasi
Penerapan Manajemen
Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:

a. Peraturan Gubemnur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko
pada Pemerintah Provinsi DK| Jakarta

b. Keputusan Gubernur Nomer 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di
Pemerintah Provinsi DK Jakarta

Definisi :

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran sirategis yang terdapat dalam
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalul 5
(lima) tahapan:

A, Komunikasi dan konsultasi;

b. Penelapan konteks:

¢. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risika);

d. Penanganan Risiko; dan

e, Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan
Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko

Laporan pemantauan dituangkan pada formal Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran :
[{Jumiah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoraf) / (Seluruh dokumen yang wajib
Ak e mn n nada riailan 4 e

Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

Persentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
{Implementasi

e-Kinerja

N/A

NIA

100

Persen

Ketua Subkelompok
Program dan Pelaporan

Indikator Kinerja Sasaran
Khusus diinput melalui
Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian

Dasar Hukum :
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 185 : "Pemerintah Provinsi DK| Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan
Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu
Gubernur dalam melakuken evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”

Definisi :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi
|a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang fertuang
dalam Dokumen Pelaksanean Anggaran,
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja
Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai
penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan
pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur
variabel sebagai berikut -
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Kekiaran (Output)
Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan,
Sumber Data : e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran;
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3) Efisiens! keluaran kegiatan/subkegiatan
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan
pengeluaran sebenarnys.

NIA

&

NIA

"

n

Seluruh Kepala Subbagian
dan Ketua Subkelompok

Indikator Kinerja Sasaran
Khusus diinput melalui
Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian




Triwulan Kasubbag/Ketua
No Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja | I M v Tahunan| Keterangan suhk;l:“"‘:'m?'m Catatan
Penanggung Jawab
12 |Meningkatknya Pemanfaatan E Persentase eKineria  |Formula Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
JPi.ln:rming dalam Pengadasan Pemanfaatan E-Order Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum Indikator Kineria S
Barang dan Jasa rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan fransaksi di e-order 5 K Subbagien| K dinpat Y
Surmiia Bk dan Ketua Subkelompok . Bistem I.l':'lformasl &
Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) BPKD Kode Rekening Makan Minum anajemen Kepegaweia
(Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst)
13 |Meningkatnya Pengelolaan Persentase Arsip Aktif eKinerja  |Dasar Hukum: NIA 100 100 100 100 Persen
Arsip pada Perangkat Daerah dalam Daftar Arsip Aktif 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan
2 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
Pengukuran: Indikator Kinerja Sasaran
Jumiah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) Il Kasubbag Teta Usaha Khua_w diinput metalui
di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Sistem Informasi
Perangkat Daecah (OPD) di kali 100% Manajemen K epegawaian
- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesual dengan urusanya dan
ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta,
« Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum setaku UK,
selanjutnya Biro Umum seiaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan
ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DK| Jekarta.
et e BiroeRiro sels elancrkan ke Asisten mas asing_sesun > ==
14 |Terselesalkannya Tindak Persentase capaian e-Kinera  [Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen Indikator Kinerja Sasaran
Lanjut Arahan Gubernur | penyelesaian Tindak Jumiah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media Ketua Subkelompok Khusus diinput melalui
Lanjut Arshan elekironik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumiah TL Arahan Gubernur dikali 100% Pelayanan Publik Sislem Informasi
Gubernur Manajemen Kepegawaian
15 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian CRM Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen indikafor Kinerja Sasaran
pengaduan masyarakat penyelesaian Jumiah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumiah TL Aduan Masyarakat di kal Ketuia Subkelompok Khusus diinput melalui
pengaduan masyarakal 100% Petayanan Publik Sistem Informasi
Manaiemen Keneaawaian|
16 | Terselesaikannya tindak lanjut Persentase progress eKineda  |Metode Pengukuran : 25 25 25 25 25 Persen i o
rekomendasi temuan hasil penyelesaian findak (80% dari jumiah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang felah 3 “:""‘*"""PS”‘:;""
pemeriksaan eksteral (BPK) lanjut rekomendasi diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordirasinya / jumiah sisa "“"z’ﬂ atalUsahas | Khupts ""I"P‘“ mela
femuan hasil rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) P e Whro iomormes!
pemeriksaan eksternal x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) najemen Kepegewaian




Lampiran IV :

Instruksi Walikota Kota A
Nomor e-0001 Tahun 20

Tanggal 21 Februari 2024

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

zc‘!‘minlslrasi Jakarta Barat

NO NAMA KSD RENCANA PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN % KETERANGAN
KSD AKSI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"

10 |PENINGKATAN TATA  [Penyusunan BAGIAN KKPP INSPEKTORAT Tersusunnya Dokumen Perencanaan B03 |Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja
KELOLA Dokumen SUBKELOMPOK KEPEGAWAIAN - | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, (Eselon 2)

PEMERINTAHAN YANG |Perencanaan Kinerja |SEKRETARIAT KOTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUMNAN | Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024
PROFESIONAL Perangkat Daerah ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT |DAERAH dan 2025
(Esalon 2, 3, 4, BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI
SUBKELOMPOK BIROKRASI Tersusunnya Dokumen Perencanaan BO& |1. Rekap Matrike Peran dan Hasil Peranghkat
KETATALAKSANAAN - Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Daerah (Eseion 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional
SEKRETARIAT KOTA Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan Pelaksana) Tahun 2024
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT dan 2025
2. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP
Tahun 2024
Tersusunnya Dokumen Perencanaan BO9 |Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkal
Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 (selesai
Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan disampalkan kepada Biro Koordinasi pada 31
dan 2025 Juli 2024)

10 |PENINGKATAN TATA _|Penyusunan BAGIAN KKPP INSPEKTORAT Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan| B03 |Dokumen Evaluasi Hasll Rencana Kerja
KELOLA Dokumen Evaluasi  |SUBKELOMPOK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah TW [V Tahun 2023
PEMERINTAHAN YANG |Renja dan Kinerja KETATALAKSANAAN -- BADAN PERENCAMAAN PEMBANGUNAN
PROFESIONAL Perangkal Daerah igﬁ:g‘;‘:; I'jc'T" A ggg‘g“ |SAS| DAN REFORMAS| | Ter8ULINnya Dokumen Evaiuasi Renja dan| B0B |1 Dokumen Evaluasi Hasl Rencana Kerja
SUB KSD BIROKRASI Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah TW | Tahun 2024
PERWUJUDAN BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN, 2, Cobuinsery svaiss] Pariariian e Perangiat
AKUNTABILITAS DAN KEUANGAN h S tor | Tahun 2024
KINERJA INSTANS| SUBKELOMPOK PROGRAM DAN g i .

PEMERINTAH (AKIP) PELAPORAN - SEKRETARIAT
DENGAN PREDIKAT A KOTA ADMINISTRASI JAKARTA Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renjadan| B0O9 [Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja
BARAT Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah TW || Tahun 2024
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renjadan| B12 |1, Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah TW [l Tahun 2024
2. Dokumen evalyasi Perjanfian Kinerja Perangkat
Daerah Semester || Tahun 2024

10 |PENINGKATAN TATA |Penyusunan BAGIAN KKPP INSPEKTORAT Tersusunnya laporan kinerja Perangkal BO3 |1, Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
KELOLA Dokumen LKIP SUBKELOMPOK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Daerah yang berkualitas dan tepat wakiu
PEMERINTAHAN YANG |Perangkal Daerah KETATALAKSANAAN -~ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2. Screenshot LKIP telah terupload pada websita
PROFESIONAL Tahun 2023 SEKRETARIAT KOTA DAERAH esr.menpan.go.id

ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT |BIRO ORGANISAS| DAN REFORMASI
SUB KSD : BIROKRAS!
PERWUJUDAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
DENGAN PREDIKAT A




NO NAMA KSD RENCANA PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN % KETERANGAN
KsSD AKSI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 |PENINGKATAN TATA _|Pelaksanaan Evaluas|| BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN, |INSPEKTORAT Tersusunnya laporan hasil monitoring BO0S |Laporan hasil monitoring penyelesaian
KELOLA Implementasi SAKIP |DAN KEUANGAN penyelesalan rekomendasi hasil evaluasi rekomendas| hasil evaluasi SAKIP Perangkat
PEMERINTAHAN YANG |Seluruh Perangkat | SUBKELOMPOK PROGRAM DAN SAKIP Perangkat Daerah Daerah Tahun 2023
PROFESIONAL Daerah PELAPORAN — SEKRETARIAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SUB KSD : BARAT
PERWUJUDAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
DENGAN PREDIKAT A
10 |PENINGKATAN TATA _|Penyusunan Analisis | BAGIAN KKPP NEPEKTORAT Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, BOS |Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Anglisis Beban Uniuk PD/UKPD yang tidak
KELOLA Jenis Pekerjaan, SUBKELOMPOK KEPEGAWAIAN --|BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI  |Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non memilikd PJLP dapat
PEMERINTAHAN YANG | Analisis Beban Kerja |SEKRETARIAT KOTA BIROKRASI Pelerfaan Tenaga Non ASN Tahun 2025 ASN PJLP Tahun 2025 sesual Kepgub 1185 bahwa tidak
PROFESIONAL dan Evaluasi Jenis | ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT |BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tahun 2022 mengusulian PJLP Tahun
Pekerjaan Tenaga BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 2025
SUB KSD : Non ASN Tahun DAERAH
PENINGKATAN 2025 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROFESIONALITAS DAERAH
SDM PEMPROV DKl BADAN PELAYANAN PENGADAAN
JAKARTA BARANG/JASA
DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN
STATISTIK
BIRO HUKUM PEMBANGUNAN DAERAH
10 |PENINGKATAN TATA |Penyelesaian Tindak | BAGIAN KEUANGAN INSPEKTORAT Ditindaklanjutinya rekomendas/ Hasil BOB |TLHP APIP selesal ditindaklanjutl atas: LHP yang Berita Acara Hasil Verifikasi
KELOLA Lanjut Hasil KEPALA SUB BAGIAN TATA Pengawasan APIP atas LHP yang terbit terbit periode tahun 2019 8.d. 2024, Target Inspektorat. Catatan untuk
PEMERINTAHAN YANG |Pengawasan APIP  |USAHA KEUANGAN - periode tahun 2019 s.d. 2024 capaian 80% SKPD yang belum mempunyal
PROFESIONAL atas LHP yang terbit |SEKRETARIAT KOTA temuan dan rekomendasl hasil
periode 2019sd.  |ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT pengawasan APIP, maka
SUB KSD : 2024 persentase capalan KSD dinilal
PENINGKATAN BAGIAN KKPP s
PROFESIONALITAS SUBKELOMPOK KEPEGAWAIAN —
SDM PEMPROV DKI SEKRETARIAT KOTA 9
JAKARTA ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil B12 |TLHP APIP selesai ditindaklanjut! atas LHP yang
Pengawasan APIP atas LHP yang terbit terbit periode tahun 2019 &.d. 2024, Target
BAGIAN PLH periode tahun 2019 s.d. 2024 capaian 95%
SUBKELOMPOK PENATAAN

RUANG, PERTANAHAN, DAN
PERUMAHAN — SEKRETARIAT
KOTA ADMINISTRAS| JAKARTA
BARAT




NO NAMA KSD RENCANA PENANGGUNG JAWAB INSTANS| TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN % KETERANGAN
KSD AKSI

2 3 4 5 6 T 8 9 10 1

10 |PENINGKATAN TATA |Implementasl BAGIAN KKPP BIRC ORB Tersusunnya rancangan final Dokumen B12 [Rancangan Dekumen Manajemen Risiko SPBE
KELOLA Manajemen Risiko SUBKELOMPOK BPKD, BAPPEDA, BPSOM, BIRO Manajemen Risiko SFBE Perangkal Perangkal Daerah
PEMERINTAHAN YANG |SPBE KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN BIRO HUKUM, BPAD Daerah
PROFESIONAL SUBKELOMPOK KEPEGAWAIAN leSPEKTORAT
SUB KSD : BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN,
TRANSFORMASI DAN KEUANGAN
DIGITAL

SUBKELOMPOK PROGRAM DAN
PELAPORAN

BAGIAN HUKUM
SUBKELOMPOK PUBLIKASI
HUKUM DAN HAM

BAGIAN PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

SUBKELOMPOK SOSIAL,
OLAHRAGA, PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA

BAGIAN PEREKONOMIAN

SUBKELOMPOK PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, DAN KOPERAS,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH

BAGIAN PLH
SUBKELOMPOK PENATAAN

RUANG PERTANAHAN DAN




NO NAMA KSD RENCANA PENANGGUNG JAWAB INSTANS| TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN % KETERANGAN
KSD AKSI
2 3 4 5 6 7 8 o 10 1
PENANGGULANGAN  |Pelaksanaan BAGIAN KESEJAHTERAAN - Inspekiarat Tercapainya target sub kegiatan dan B03  [Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian 1) Seluruh sub kegiatan dan
KEMISKINAN koordinasi lintas RAKYAT - Bappeda rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang rencana aks! penunjang yang
sektor untuk SUBKELOMPOK SOSIAL, - Dinas Sosial Perangkat Daerah yang tercantum di dalam tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen
SUB KSD : penanganan wilayah |OLAHRAGA, PERPUSTAKAAN, - DPPAPP |dokumen Rencana Penanggutangan tercantum di dalam dokumen Rencana &msmw Wm ;g:‘n
PERCEPATAN kantong-kantong DAN KEARSIPAN — SEKRETARIAT |- Disdukcapil Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023- Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ms- l )
PENANGGULANGAN  |kemiskinan dl lingkup |KOTA ADMINISTRASI JAKARTA |- Bapenda 2026 berbasis Data yang Akurat Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat JLa;hul::l 2?;2‘ yl::s untuk target
KEMISKINAN kota/kabupaten BARAT - Diskominfotik disslenggs oleh
SUBKELOMPOK KESEHATAN DAN |- Biro Kesos rakan
PPAPP - SEKRETARIAT KOTA - Biro Dikmental PD/UKPD pada sektor terkait.
ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT g:g PLmH aeus chleanan REVD decet
- Bi dilakukan melalul:

ARl =g hitps://jdih jakarta.go id/dokum
enPeraturanDirectory/0031/20
23KEPGUB0031862 pdf.
Matriks Program Prioritas yang
memuat daftar sub kegiatan
dan rencana aks| penunjang
dalam format MS Excel dapat
diakses melalul:
hitps://docs.google com/spread
wﬂiewmmwﬂl{m

BAGIAN PEREKONOMIAN BO6 | Laporan progres pelaksanaan dan pancapaian :ﬁ'zﬁ;‘l“"’mw’m“’“
SUBKELOMPOK PERINDUSTRIAN, target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang

PERDAGANGAN, DAN KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH -
SEKRETARIAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

tahun 2024 oleh Perangkat Caerah yang
tercantum di dalam dokumen Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
Tahun 2023-2028 berbasis Data yang Akurat

2) Program penanggulangan
kemiskinan (sub kegiatan dan
rencana aksi penunjang) yang
memiliki sasaran rumah
tangga, keluarga, dan/atau
Individu berbasis pada Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yanyg diprioritaskan

DTKS yang telah dipadankan
dengan data sesual kebutuhan
(prioritas pada kelompok
kesejahteraan terendah)
diperoleh dengan tahapan
sebagal berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah
(Pemohen) bersurat kepada
Kepala Baopeda Provinsl DKI




NO NAMA KSD RENCANA PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN % KETERANGAN
KSD AKSI
2 - | 4 5 6 7 8 9 10 1"
BAGIAN PEMERINTAHAN B09  |Laporan progres pelaksanaan dan pencapalian Jakarta u.p. Sekretariat SDI

SUBBAGIAN BINA
PEMERINTAHAN — SEKRETARIAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
BARAT

F

target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang
tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang
tercantum di dalam dokumen Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat

B12

Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian
target sub kegiatan serla rencana aksi pentinjang
tahun 2024 cleh Perangkat Daerah yang
tercantum di dalam dokumen Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akuirat

Provinsl dan tembusan Kepala
Dinas Sosial Provinsi DK

| Jakarta

b. Sekretarial SDI Provins
mengadakan rapat terkait
permaohonan data tersebut,
Adapun muatan pembahasan
meliputi namun tidak terbatas
pada:

- Pemohon memaparkan
kebutuhan data

- Diskominfotik menampilican
data-data sesual kebutuhan
Pemohon

- Forum memberikan
tanggapan terkall kebutuhan
Pemohon

- Forum menyepakati alemen
data dan jumlah baris data
yang dapat diberlikan kepada
Pemohon

c. Hasil dari rapat tersabut
akan dibuat berita acara serah
terima yang ditandatangani
oleh Sekretariat 50} Provinsi,
Pemohon, dan Dinas Sosial
selaku Produsen Data

d. Diskominfotik memfasiiitasi
penyerahan data kepada

| Pemohon

3) Pelaksanaan sub keglatan

dan rencana aksl penunjang

agar berorientasi pada

| pencapaian cutput dan
outcome.

Contoh:
- Untuk &ub kegiatan pelatinan

peserta pelatihan yang telah
bekerja, dsb.
- Untuk rencana aksi

A Anslandl




NO NAMA KSD RENCANA PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN % KETERANGAN
KsD AKSI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 |PENINGKATAN rPenmn RW kumuh |BAGIAN PLH 1. Biro Pemerintahan Penataan RV Kumuh sebagai Pilot Project | BOS | Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan RW
KUALITAS sebagai pilot project | SUBKELOMPOK PENATAAN 2 BIRO PEMBANGUNAN DAN di XX Kumuh sebagai Filot Project di Jakarta Barat
INFRASTRUKTUR DAN |Penataan Kawasan |RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
LAYANAN DASAR PERUMAHAN - SEKRETARIAT |3, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan
PERKOTAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA | Permukiman
BARAT 4. Subanpeko/kab
SUB KSD : PENATAAN 5, UPPBJ
KAWASAN YANG 6, Sudin Bina Marga
DIKOORDINASIKAN 7. Sudin Sumber Daya Air
OLEH 8. Sudin Lingkungan Hidup
WALIKOTA/BUPATI 8, Sudin Cipta Karya Pertanahan dan
gcidison & 572 [Laporan Moritoring dan Evaiuas! Perataan RW
11. Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Kumuh sebagai Pilot Project di Jakarta Barat
12. Sudin Perhubungan
13. Sudin PPKUM
14. Sudin KPKP
15. Satpol PP
16. PD Pasar Jaya
17. Kecamatan
18. Kelurahan
8 |PENINGKATAN Implementasl BAGIAN PLH 1. Biro Pemerintahan Tertatanya 224 Kawasan Tingkat B03 [Tenmplementasikannya Penataan Kawasan Dilaporkan daiam bentuk Nota
KUALITAS Penataan Kawasan |SUBKELOMPOK PEKERJAAN 2. BIRO PEMBANGUNAN DAN Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Tingkat Kelurahan di 56 Lokasi Dinas kepada Asbang LH
INFRASTRUKTUR DAN |Tingkat Kelurahan  |UMUM — SEKRETARIAT KOTA LINGKUNGAN HIDUP Barat dengan tembusan kepada
LAYANAN DASAR ADMINISTRAS! JAKARTA BARAT | 3. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Aspem
PERKOTAAN Permukiman BO8 |Terimplementasikannya Penataan Kawasan
4. Subanpekofkab Tingkat Kelurahan di 56 Lokasi
SUB KSD : PENATAAN 5. Sudin Bina Marga
KAWASAN YANG 8. Sudin Sumber Daya Alr oo
DIKOORDINASIKAN 7. Sudin Lingkungan Hidup BOS | Terimplementasikannya Penataan Kawasan
OLEH 8. Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Tingkat Kelurahan di 56 Lokasi
WALIKOTA/BUPATI 9. Sudin Perhubungan
10. Sudin PPKUM
11. Sudin KPKP B12 [Terimplementasikannya Penalaan Kawasan
12. Satpol PP Tingkat Kelurahan di 56 Lokas
13. PD Pasar Jaya
14, Kecamatan
15. Kelurahan




NO NAMA KSD RENCANA PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN % KETERANGAN
NO | ksb AKSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 8 |PENINGKATAN Implementasi Hasil | BAGIAN PLH 1. Biro Pemerintahan Penataan Kawasan Koridor Meruya BOB |Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Dilaporkan dalam bentuk Nota
KUALITAS Kajlan Penataan SUBKELOMPOK PEKERJAAN 2, BIRO PEMBANGUNAN DAN Kawasan di Jakarta Barat Dinas kepada Asbang LH
INFRASTRUKTUR DAN |Kawasan UMUM - SEKRETARIAT KOTA LINGKUNGAN HIDUP dengan tembusan kepada
LAYANAN DASAR ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |3, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Aspem
PERKOTAAN Permukiman
4. Subanpeko/kab
SUB KSD : PENATAAN 5 UPPBJ
KAWASAN YANG 6, Sudin Bina Marga
DIKOORDINASIKAN 7. Sudin Sumber Daya Alr
OLEH 8. Sudin Lingkungan Hidup
WALIKOTA/BUPATI 9. Sudin Cipta Karya Pertanahan dan
Penataan Ruang
10. Sudin Damkar
11, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota
12. Sudin Perhubungan
13. Sudin PPKUM
14, Sudin KPKP
15. Satpol PP
16. PD Pasar Jaya
17. Kecamatan
18. Kelurahan
B12 |Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan
Kawasan di Jakarta Barat
12 B |PENINGKATAN Penyelesalan Trotoar | BAGIAN PLH 1. Dinas Pertamanan Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi dan BOB | Terbitnya hasil invertarisasi dan penagihan
KUALITAS Complate Street Di | SUBKELOMPOK PENATAAN 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan diterbitriya hasil inventarisasi dan SIPPT/IPPR/PPT di sekitar Iokasi pembangunan
INFRASTRUKTUR DAN |Provinsi DKI Jakarta |RUANG, PERTANAHAN, DAN Pertanahan penagihan SIPPTAPPR/PPT di sekitar trotoar (Mel 2024)
LAYANAN DASAR PERUMAHAN — SEKRETARIAT | 3. Dinas Perhubungan lokasi pembangunan trotoar - Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi
PERKOTAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA | 4. Dinas Sumber Daya Air pembangunan trotoar dan kelengkapannya (Juni
BARAT 5. Satpol PP 2024)
SUBKSD : 6. Biro Pemmbangunan dan Lingkungan

PENYEDIAAN JALAN
DAN INFRASTUKTUR
PELENGKAPNYA

Hidup

si Jakarta Barat
bukota Jakarta,




RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Lampiran V :
Nomor e-0001 Tahun 2024
Tanggal 21 Februari 2024

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasl yang ditetapkan awal

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target IKU fahan Kriteria Kebarhasllan Target/Output Penanggung Jawab
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat 873 RAZ. Panyusunan Dokumen Laporan Hasi Indeks Layanan Kota |KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Kepuasan  |T/02,1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota
MWKmedmm, Vi . Administrasi Jakarta Barat Semester 1 Tahun 2024 Layanen Kota Admnistrasi Jakarta Barat semester 1 Tahun 2024 | Administrasi Jakerta Berat Semester 1 Tahun 2024 ™W2 Kepela Bagien KPP
K
i ke, seaaabisny Adminitrasi RAA Penyusunan Dokumen Lapaoran Fasil Indeks Layanan Kota [KKA 1 Tersusunnys Dokumen Laporan Hasi Indeks Kepuasan | T/04.1.1. Dokumen Laporan Hesil Indeks Layanan Kota s
Hasil Pembangunan Optimal Administrasi Jakerta Barat Semester 2 Tahun 2024 Layenan Kota Admnistresi Jekerta Barat semester 2 Tahun 2024  |Administrasi Jakarta Barat Semester 2 Tahun 2024 W4
836 RA1 Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanean Survey Kepuasan KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan  [T/01.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Eveluasi Pelaksanaan
Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan W1
12024 2024 SKM Semester 1 Tahun 2024
RA2. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluesi Pelaksanaan  |KK2 1 Tersusunnya Dokumen Laparan dan Evaluasi Pelaksanaan [T/02.1 1 Laporan dan Eveluasi Pelaksansan Survey
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 w2
Terhadap Layanan Kegiatan RA3 Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan  [KK3.1 Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan TA03.1.1 Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan -Kepala Bagian KKPP
Kemasyarakatan di Kecamatan dan Masyarakat Kota Admnistrast Semester 1 Ttahun 2024 dan Masyarakat Kota Admnistrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Masyarakat Kota Admnistrasi Semester 1 Tahun 2024 dan W3 -Ketua Subkelompok
Kelurshen i ahun 2024 Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024 Persiapan SKM 2 Tahun 2024 Pelayanan Publik
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